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RINGKASAN 

 Resa Midawatul Nur Azizah, 2025, Implementasi Program Layanan 

Pengajuan Adminduk Desa dan Kelurahan (Lapak Sarah) Dalam Upaya 

Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Blitar (Studi pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar), Dosen Pembimbing I: Dr. 

Afifuddin, S. Ag., M. Si. Dosen Pembimbing II: Langgeng Rachmatullah Putra, 

S.AP., M. AP 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan pelaksanaan program Lapak 

Sarah di Kabupaten Blitar, dengan fokus pada upaya meningkatkan pelayanan 

masyarakat melalui kemudahan dan percepatan pengurusan administrasi 

kependudukan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sejauh mana 

implementasi program tersebut dapat berjalan efektif, sesuai dengan tujuan 

kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2022. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program Lapak 

Sarah dengan menggunakan indikator Van Meter dan Van Horn, serta untuk 

mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi 

kelancaran program ini. 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan teknik 

pengumpulan data melalui observasi dan wawancara kepada informan yang terdiri 

dari kepala bidang, tim IT, tim jemput bola sekaligus operator, petugas registrasi 

desa, serta masyarakat yang terlibat dalam program ini. Data yang terkumpul 

dianalisis menggunakan teknik analisis data Milles, Huberman, dan Saldana yang 

meliputi pengumpulan data, kondesasi data, penyajian data, dan menggambar dan 

memverifikasi kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Lapak Sarah 

sukses dijalankan, tercermin dari terpenuhinya sebagian besar indikator Van Meter 

dan Van Horn, meskipun ada dua indikator yang masih mengalami kendala, yaitu 

komunikasi antar organisasi dan karakteristik pelaksana. Faktor pendukung utama 

dalam keberhasilan program ini adalah komitmen pemerintah daerah dan partisipasi 

aktif masyarakat, sementara faktor penghambat utama adalah kendala teknis, 

seperti gangguan jaringan dan server, serta rendahnya pemahaman masyarakat 

tentang prosedur pengajuan dokumen. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa program Lapak Sarah telah 

berhasil meningkatkan pelayanan masyarakat, meskipun terdapat beberapa area 

yang perlu diperbaiki. Saran yang dapat diberikan meliputi peningkatan sosialisasi 

kepada masyarakat, penguatan teknis sistem, peningkatan pemahaman petugas 

registrasi desa tentang standar operasional prosedur, serta pengembangan fitur 

pelacakan status pengajuan dokumen. Selain itu, disarankan agar pemerintah daerah 

dan desa memperkuat dukungan terhadap program ini dengan pengalokasian 

anggaran yang memadai dan peningkatan fasilitas di tingkat desa. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Lapak Sarah, Administrasi Kependudukan, Pelayanan 

Publik. 
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SUMMARY 

Resa Midawatul Nur Azizah, 2025, Implementation of Village and Sub-district 

Population Administration Submission Service Program (Lapak Sarah) in an 

Effort to Improve Public Services in Blitar Regency (Study at the Population and 

Civil Registration Service of Blitar Regency), Supervisor I: Dr. Afifuddin, S. Ag., 

M. Si. Supervisor II: Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M. AP 

This study was conducted to describe the implementation of the Lapak Sarah 

program in Blitar Regency, with a focus on efforts to improve public services 

through ease and acceleration of population administration. The main problem in 

this study is the extent to which the implementation of the program can run 

effectively, in accordance with the policy objectives stated in Blitar Regent 

Regulation Number 21 of 2022. The purpose of this study is to analyze the 

implementation of the Lapak Sarah program using the Van Meter and Van Horn 

indicators, and to identify supporting and inhibiting factors that affect the 

smoothness of this program. 

This study adopts a descriptive qualitative approach. With data collection 

techniques through observation and interviews with informants consisting of 

division heads, IT teams, outreach teams and operators, village registration 

officers, and the community involved in this program. The data collected were 

analyzed using Milles, Huberman, and Saldana data analysis techniques which 

include data collection, data condensation, data display, and drawing and verifying 

conclusions. 

The results of the study indicate that the implementation of the Lapak Sarah 

program was successful, as reflected in the fulfillment of most of the Van Meter and 

Van Horn indicators, although there are two indicators that still experience 

obstacles, namely communication between organizations and characteristics of 

implementers. The main supporting factors in the success of this program are the 

commitment of the local government and active participation of the community, 

while the main inhibiting factors are technical constraints, such as network and 

server disruptions, and the low level of public understanding of the document 

submission procedure. 

 The conclusion of this study is that the Lapak Sarah program has succeeded 

in improving public services, although there are several areas that need to be 

improved. Suggestions that can be given include increasing socialization to the 

community, strengthening the technical system, increasing the understanding of 

village registration officers about standard operating procedures, and developing 

features for tracking the status of document submissions. In addition, it is 

recommended that local and village governments strengthen support for this 

program by allocating adequate budgets and improving facilities at the village 

level. 

 

Keywords: Implementation, Lapak Sarah, Population Administration, Public 

Services. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebijakan publik merupakan keputusan atau langkah-langkah yang 

diambil oleh pemerintah dengan tujuan tertentu guna memenuhi kepentingan 

masyarakat secara umum. Kebijakan ini dirancang guna menyelesaikan 

berbagai tantangan yang dihadapi dalam bermasyarakat, baik di bidang sosial, 

ekonomi, pendidikan, maupun layanan publik. Dalam konteks penyelenggaraan 

pemerintahan, kebijakan publik tidak hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan 

pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Menurut Thomas Dye mengartikan kebijakan publik sebagai 

semuanya yang berkaitan dengan pilihan pemerintah serta dapat pula 

dilaksanakan atau dilakukan dan dapat pula diabaikan (Nugroho, 2006).  

Pelayanan publik ini salah satu aspek kebijakan publik mencakup 

berbagai tindakan pemerintah yang ditujukan kepada sekelompok individu 

dalam suatu komunitas atau kesatuan, yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas 

yang memberikan manfaat, serta mampu memberikan kepuasan meskipun tidak 

selalu menghasilkan produk dalam bentuk fisik (Pasolong, 2013). Pemerintah 

bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan yang mendukung 

kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan 

administrasi kependudukan. Pelayanan yang optimal tidak berkontribusi pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat saja, tetapi juga mampu membangun dan 

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Oleh sebab
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itu, baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk terus 

melakukan perbaikan dalam kualitas penyelenggaraan layanan publik. 

Pemerintah daerah memiliki otoritas yang lebih luas dalam menyusun dan 

menentukan bentuk layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan 

tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui kebijakan ini, 

pemerintah daerah dapat bersikap lebih responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat serta menyesuaikan penyediaan layanan publik sesuai dengan 

situasi dan kondisi lokal. Sebagai konsekuensinya, permintaan masyarakat 

terhadap layanan yang berkualitas terus meningkat, seiring dengan harapan 

bahwa pemerintah dapat menyediakan layanan yang memenuhi standar tinggi. 

Peningkatan ini terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat 

pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan kepada 

warganya, dan masyarakat pun menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk 

memperoleh layanan tersebut (Furqoni, 2014). Oleh sebab itu, semakin besar 

pula urgensi pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat secara 

maksimal dan sesuai dengan kondisi lokal. 

Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik dilandasi oleh berbagai 

peraturan yang menjadi pijakan hukum dalam pelaksanaannya. Salah satu 

aturan pokok yang mengatur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  tentang 

Pelayanan Publik, yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: 

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 
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administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Dalam hal 

ini, Ombudsman Republik Indonesia berperan sebagai lembaga pengawas 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Lembaga ini bertugas melakukan 

penilaian terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh berbagai 

instansi pemerintahan, mulai dari kementerian, lembaga negara, hingga 

pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh 

Indonesia. 

Berdasarkan penilaian terhadap 586 instansi, Ombudsman mencatat 

bahwa 272 instansi (46,42%) berada pada kategori zona hijau, 250 instansi 

(42,66%) masuk zona kuning, dan 64 instansi (10,92%) masih termasuk dalam 

zona merah. Temuan ini menunjukkan bahwa pelayanan belum sepenuhnya 

memenuhi ekspektasi masyarakat. Meskipun ada perbaikan yang terlihat, 

seperti peningkatan jumlah instansi yang berada di zona hijau dari 179 pada 

tahun 2021 menjadi 272 pada tahun 2022, namun penurunan jumlah instansi di 

zona merah dan zona kuning menunjukkan bahwa tantangan besar dalam hal 

kualitas pelayanan publik masih sangat nyata (Ombudsman, 2023).  

Masalah ini sering kali disebabkan oleh kurangnya komitmen dari 

pimpinan instansi dalam memprioritaskan perbaikan kualitas pelayanan. 

Minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai juga dapat 

memperburuk situasi. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah konkret dan 

upaya perbaikan yang lebih intensif diperlukan untuk menghadirkan layanan k 

yang tanggap dan bermutu. Pembenahan tersebut tidak terbatas pada sisi 

prosedural, melainkan juga harus meliputi penguatan sistem tata kelola serta 
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pemanfaatan teknologi yang mampu mempercepat proses pelayanan, sekaligus 

meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas. 

Kualitas pelayanan publik yang optimal tercermin dari tingkat kepuasan 

masyarakat dalam memanfaatkan layanan yang tersedia, oleh karena itu 

pemerintah mendorong setiap wilayah untuk menghadirkan terobosan 

kebijakan yang inovatif. Salah satu wujud nyata yang dilaksanakan oleh 

pemerintah dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah melalui 

kebijakan yang menjadi bagian integral dari sistem administrasi negara serta 

berperan strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan 

pembangunan nasional. Administrasi kependudukan yang baik sangat penting 

karena berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan 

data penduduk yang akurat dan sistem pencatatan sipil yang tertata, pemerintah 

dapat merencanakan dan melaksanakan kebijakan publik dengan lebih baik, 

yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat 

(Disdukcapil, 2024).   

Administrasi kependudukan merupakan elemen penting dalam 

memberikan kepastian hukum, perlindungan sosial, serta akses terhadap 

berbagai layanan publik ditujukan untuk menjangkau seluruh warga negara 

Indonesia. Mengacu pada informasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), total populasi Indonesia pada semester I 

tahun 2024 tercatat sebanyak 282.477.584 jiwa. Dari jumlah tersebut, tercatat 

sekitar 207.889.876 orang telah melakukan.perekaman KTP elektronik dengan 

capaian 97,19 persen. Pemerintah menargetkan cakupan perekaman KTP 
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elektronik mencapai 99,4 persen pada akhir tahun 2024 (Kompas.com, 2024). 

Permasalahan dalam administrasi kependudukan di Indonesia masih menjadi 

tantangan serius. Selain itu masih terdapat permasalahan lain seperti struktur 

birokrasi yang kompleks, di mana proses pengurusan dokumen kependudukan 

sering kali memakan waktu lama, melibatkan banyak prosedur, dan kurang 

transparan (Alriani, 2018). Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap 

aparatur pemerintah ini juga menyebabkan munculnya persepsi negatif di 

kalangan masyarakat terkait pemerintahan, khususnya mengenai birokrasi yang 

dinilai tidak efisien dan menyulitkan, serta indikasi adanya penyimpangan 

dalam bentuk nepotisme, kolusi, dan korupsi sehingga masyarakat lebih 

memilih untuk tidak mengurus dokumen administrasi kependudukan (Syahdan, 

2018). 

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem administrasi kependudukan di 

Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan untuk dapat mewujudkan 

sistem yang tertib, aman, dan jujur. Dengan semakin beragamnya kebutuhan 

masyarakat, akses terhadap administrasi kependudukan yang inklusif, mudah, 

dan adil menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Di samping itu, 

pemerintah juga perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi 

dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan layanan yang lebih 

efisien dan transparan (Alriani, 2018). Maka dari itu, diharapkan seluruh 

penduduk Indonesia dapat terlayani secara optimal, memiliki dokumen 

kependudukan yang sah, dan mendapat hak dasar yang menjunjung tinggi 

prinsip hukum sehingga segala aktivitas yang berkaitan dengan masyarakat 
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harus tertulis secara sah sesuai dengan ketentuan hukum administrasi (Rindu et 

al., 2024). Salah satu dokumen penting yang harus dimiliki oleh masyarakat 

adalah dokumen terkait identitas kependudukan, karena menjadi bukti sah atas 

status kewarganegaraan Indonesia. Oleh sebab itu, setiap proses administrasi 

kependudukan harus dicatat secara resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Peraturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, 

menjadi landasan hukum utama. Undang-Undang ini menetapkan ketentuan 

mengenai proses pencatatan data penduduk serta penerbitan dokumen resmi, 

termasuk KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan lain sebagainya. Undang-

undang ini menekankan pentingnya pelayanan yang cepat, efisien, dan 

terstandar di seluruh wilayah Indonesia. Maka dari itu, semua pengelolaan 

administrasi dilakukan dengan benar sesuai aturan berlaku untuk memastikan 

terbaik kepada masyarakat (Amalia & Supriatna, 2017).  

Perbaikan sistem administrasi kependudukan tidak hanya bertumpu pada 

regulasi nasional, tetapi juga sangat ditentukan oleh keberhasilan implementasi 

di tingkat daerah. Perbedaan kondisi di daerah memunculkan dinamika 

tersendiri, yang pada akhirnya dibutuhkan pendekatan yang kontekstual dalam 

menjalankan kebijakan. Salah satu bentuk implementasi tersebut tercermin 

dalam Kabupaten Kutai Kartanegara PADU-DESK. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Fathul Alamin (2023) dalam penelitiannya membahas 

bahwa implementasi program tersebut belum berjalan efektif. Kendala utama 

meliputi kurangnya sosialisasi, komunikasi yang tidak jelas, serta belum 

terbentuknya tim lokal secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan adanya 
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program revitalisasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyesuaian 

regulasi agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa 

tanpa dukungan komunikasi dan koordinasi yang memadai, kebijakan 

pelayanan publik tidak akan mencapai hasil yang maksimal. 

Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang belum optimal 

masih menjadi faktor yang menghambat optimalisasi kualitas pelayanan publik 

di Indonesia, termasuk di Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar, yang terletak di 

Provinsi Jawa Timur, menempati posisi strategis sebagai salah satu wilayah 

yang secara aktif berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan 

publik. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 1.588,79 km² dan jumlah 

penduduk sebanyak 1.125.224 jiwa, yang tersebar di 22 kecamatan dan 248 

desa/kelurahan (BPS Kabupaten Blitar, 2024). Dengan wilayah yang luas dan 

populasi yang cukup besar pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) 

menjadi tantangan signifikan bagi Pemerintah Kabupaten Blitar. Pelaksanaan 

administrasi kependudukan perlu dilaksanakan secara sistematis, terorganisasi, 

dan efisien, mencakup seluruh jenjang pemerintahan dari pusat hingga daerah. 

Proses ini meliputi berbagai aktivitas yang bertujuan untuk pengelolaan dan 

penertiban data serta dokumen kependudukan, melalui tahapan pendaftaran 

penduduk, pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan warga, hingga 

pengolahan informasi kependudukan. Hasil dari proses ini dimanfaatkan untuk 

menunjang layanan publik dan mendukung pembangunan lintas sektor (Yayat, 

2017).  
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Pelayanan di Kabupaten Blitar memang tidak terpusat di kantor 

Disdukcapil, melainkan juga terdapat dua Tempat Layanan Adminduk (TLA) 

yang berlokasi di Srengat dan Wlingi. Keberadaan kedua Tempat Layanan 

Adminduk (TLA) ini mempermudah akses masyarakat untuk mengurus 

administrasi kependudukan. Namun, meskipun telah ada dua Tempat Layanan 

Adminduk (TLA) tersebut, masih banyak desa yang tidak terjangkau secara 

merata oleh layanan ini. Warga yang tinggal di daerah terpencil seperti 

Kecamatan Wates, Selorejo, Binangun, Bakung, Doko, dan Kesamben masih 

menempuh jarak yang relatif jauh demi mengakses layanan administrasi 

kependudukan, seperti pembuatan KTP, KK, dan Akta Lahir (Maghfiroh, 2023). 

Selain masalah akses, terdapat persoalan internal seperti Ketidakseimbangan 

antara jumlah tenaga kerja dan beban tugas yang diemban. Kondisi ini akan 

berimbas kepengurusan dokumen menjadi lama serta ketidakseimbangan ini 

juga berpotensi menimbulkan tekanan kerja yang berlebihan sehingga 

dikhawatirkan dapat mempengaruhi sikap kurang ramah dalam memberikan 

pelayanan. Menyadari permasalahan ini, pemerintah Kabupaten Blitar 

memunculkan Lapak Sarah. 

Lapak Sarah adalah tool berupa website untuk pelayanan pengajuan 

penerbitan dokumen adminduk bagi petugas registrasi desa. Tujuan dibuatnya 

tool Lapak Sarah untuk memudahkan petugas registrasi desa dalam pengajuan 

penerbitan dokumen adminduk serta memudahkan untuk pelacakan proses 

pengajuan dokumen adminduk. Setelah pengimplementasiannya program 

Lapak Sarah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mendapatkan 
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layanan administrasi kependudukan. Sebelumnya, proses pendaftaran dan 

pengajuan permohonan sering kali memerlukan waktu dan tenaga yang besar, 

dengan warga harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantri di 

kantor pemerintahan setempat demi mendapatkan layanan yang diperlukan. 

Dalam pengimplementasiannya program Lapak Sarah membuat proses ini 

menjadi jauh lebih efektif dan efisien (Fitriani & Swasono, 2024). Terkait hal 

itu, dibutuhkan kolaborasi yang sinergis antara pihak terkait dan aparatur 

pemerintah , khususnya dengan PRD yang terlibat langsung dalam pemenuhan 

layanan kependudukan (Purwiasih, 2023). Dengan kolaborasi yang baik 

diharapkan semua layanan administrasi terlaksana baik di tingkat desa dan 

kelurahan, sehingga tidak perlu ke kantor Disdukcapil, Tempat Layanan 

Adminduk (TLA) Srengat, atau Tempat Layanan Adminduk (TLA) Wlingi. 

Program ini diharapkan mampu memberikan solusi yang efektif untuk 

mengatasi kendala akses layanan, serta memastikan bahwa semua warga 

Kabupaten Blitar mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang 

maksimal dan merata.  

Pelaksanaan Program Lapak Sarah mendapat dukungan yang kuat dari 

berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Salah satunya 

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. Dalam Pasal 73, disebutkan bahwa desa dan kelurahan wajib 

mendekatkan layanan kepada warganya, sehingga mempermudah proses 

pengurusan dokumen kependudukan yang selama ini terkendala oleh jarak atau 

birokrasi yang rumit. Guna menjamin keberhasilan pelaksanaan program ini 
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secara optimal, Kepala Dinas mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 

188/08/409.105/2022. Adanya regulasi ini bertujuan memastikan bahwa Lapak 

Sarah dapat beroperasi secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik 

kepada masyarakat. Program ini resmi diluncurkan pada periode Februari-

Maret 2022 dan membawa harapan besar untuk memberikan perubahan, 

khususnya bagi warga yang berdomisili di wilayah terpencil yang sselama ini 

mengalami kesulitan mengakses layanan administrasi kependudukan. Dengan 

adanya dukungan hukum yang jelas, diharapkan dapat terlaksana secara optimal 

dan efisien, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh 

masyarakat Kabupaten Blitar. 

Untuk mengetahui apakah program Lapak Sarah telah berjalan sesuai 

dengan tujuannya diperlukan peninjauan terhadap kondisi di lapangan, 

khususnya berkaitan dengan hasil yang telah dicapai. Untuk melihat 

keberhasilan program ini adalah data kepemilikan dokumen administrasi 

kependudukan masyarakat. Melalui data tersebut, dapat terlihat sejauh mana 

masyarakat telah mengakses layanan yang disediakan, serta sejauh mana 

program Lapak Sarah mampu menjangkau kelompok-kelompok yang selama 

ini mengalami hambatan dalam pengurusan dokumen. Penilaian terhadap 

urgensi dan signifikansi program ini juga dapat didasarkan pada data terbaru 

dari dinas. Data tersebut kondisi aktual kepemilikan dokumen kependudukan 

masyarakat, yang sekaligus menunjukkan pentingnya keberadaan program 

Lapak Sarah. Adapun data mengenai kepemilikan dokumen disajikan dalam 

gambar berikut: 
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Gambar 1. Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan      

Kabupaten Blitar 

Sumber: Disdukcapil 

Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa 282.104 penduduk telah 

memiliki Akta Lahir, namun 6.706 lainnya belum memilikinya. Dalam hal 

Kartu Keluarga (KK), hanya 464.721 penduduk yang tercatat memilikinya, 

sedangkan 471.427 lainnya belum memiliki KK, yang merupakan angka cukup 

besar dan mengkhawatirkan. Sementara itu, 986.383 penduduk telah memiliki 

KTP elektronik, tetapi masih terdapat 1.238 penduduk yang belum tercetak 

KTP-nya. Kesenjangan angka ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai 

regulasi dan kebijakan telah diterapkan, termasuk peluncuran Lapak Sarah, 

belum seluruh masyarakat merasakan akses layanan yang setara. Oleh karena 

itu, program Lapak Sarah sebagai inovasi pelayanan yang tidak hanya menjadi 

kebijakan administratif, tetapi menjadi jawaban konkret atas kebutuhan 

mendesak masyarakat untuk mendapatkan hak-hak sipil dasar secara cepat,, 
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mudah, dan merata. Inilah yang menjadi dasar penting penelitian, yakni terkait 

pengimplementasian ketika di lapangan dan bagaimana efektivitasnya dalam 

menjawab tantangan pelayanan adminduk di Kabupaten Blitar. 

Berdasarkan observasi awal, terdapat sejumlah kendala-kendala. Salah 

satunya kendala teknis seperti website yang terkadang gangguan hal ini 

disebabkan karena keterbatasan infrastruktur teknologi sehingga hal ini 

menghambat pelayanan. Selain itu, banyak masyarakat yang masih kurang 

memahami program ini sehingga masih terdapat banyak pemohon datang ke 

kantor Dispendukcapil ataupun Tempat Layanan Adminduk (TLA). 

Selanjutnya, kendala kesalahan teknis dalam penulisan email atau pengisian 

berkas oleh pemohon juga sering memperlambat proses pengajuan dokumen. 

Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis menjadi langkah strategis yang 

perlu diambil oleh Disdukcapil, karena ketersediaan aparatur yang kompeten 

akan mendorong tercapainya pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi 

masyarakat (Abdurrohman et al., 2022). 

Selain itu, kendala yang dihadapi oleh pihak Disdukcapil Kabupaten 

Blitar menunjukkan bahwa dalam setiap transisi perubahan kebijakan pasti 

adanya hambatan sebagaimana yang telah dialami oleh pihak Disdukcapil 

Kabupaten Blitar sehingga perlu ada tindakan dan gerakan perubahan untuk 

menyelesaikan hambatan yang dihadapi (Abdurrohman et al., 2022). Kaitannya 

dengan program Lapak Sarah ini berdasarkan observasi awal Disdukcapil telah 

melakukan upaya perbaikan dengan peningkatan kapasitas infrastruktur 

teknologi, pelatihan petugas registrasi desa, bimbingan teknis serta sosialisasi. 



 

 
 

13 
 

Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, program ini diharapkan mampu 

memberikan pelayanan yang lebih inklusif dan merata, serta mengatasi 

ketimpangan akses layanan di berbagai wilayah. 

Dalam konteks penyelesaian permasalahan peningkatan pelayanan 

masyarakat di Kabupaten Blitar diperlukan formulasi kebijakan efektif untuk 

memastikan optimalisasi sistem tersebut. Analisis implementasi program ini 

mengacu pada kerangka kerja yang menetapkan parameter kebijakan dan 

mempertimbangkan konteks implementasinya. Prinsip dasarnya adalah bahwa 

perubahan kebijakan akan berdampak pada implementasinya. Menurut Van 

Meter dan Van Horn (1975) menyoroti enam kategori variabel yang berperan 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang sekaligus merepresentasikan 

elemen-elemen pembentuk kebijakan dengan kinerja. Variabel ini berfungsi 

untuk alat analisis terhadap proses implementasi kebijakan, serta memberikan 

penjelasan atas pencapaian maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

program. Keberhasilan implementasi suatu program bergantu pada sejumlah 

faktor, seperti kepentingan para pihak yang terdampak, bentuk manfaat yang 

ditimbulkan, tingkat perubahan yang diharapkan, sudut pandang pembuat 

kebijakan, serta kontribusi aktor pelaksana dalam proses pelaksanaan kebijakan 

tersebut. Oleh karena itu, strategi formulasi kebijakan Program Lapak Sarah 

yang efektif di Kabupaten Blitar harus mempertimbangkan aspek-aspek 

tersebut secara holistik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang 

terlibat dalam pencapaian tujuan yang telah diharapkan secara efisien dan 

efektif. 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul 

tentang “Implementasi Program Layanan Pengajuan Adminduk Desa dan 

Kelurahan (Lapak Sarah) dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Masyarakat 

di Kabupaten Blitar”. Hal ini didasari oleh pentingnya administrasi 

kependudukan sebagai bagian integral dari pelayanan publik yang berdampak 

langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program Lapak 

Sarah, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan 

administrasi kependudukan. 

B. Rumusan Masalah 

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.: 

1. Bagaimana implementasi program Layanan Pengajuan Adminduk Desa dan 

Kelurahan (Lapak Sarah) dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat 

di Kabupaten Blitar? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat program Layanan Pengajuan 

Adminduk Desa dan Kelurahan (Lapak Sarah) dalam upaya meningkatkan 

pelayanan masyarakat di Kabupaten Blitar 
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C. Tujuan Penelitian 

Dengan merujuk kepada perumusan masalah yang telah disebutkan, 

tujuan dari penelitian ini untuk mencapai hasil-hasil berikut: 

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis mengenai 

implementasi program Layanan Pengajuan Adminduk Desa dan Kelurahan 

(Lapak Sarah) dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat di 

Kabupaten Blitar.  

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung 

dan penghambat implementasi program Layanan Pengajuan Adminduk 

Desa dan Kelurahan (Lapak Sarah) dalam upaya meningkatkan pelayanan 

masyarakat di Kabupaten Blitar. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Studi penlitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

ilmu pengetahuan dalam konteks implementasi pelayanan publik, serta 

berfungsi sebagai acuan dalam upaya peningkatan kualitas layanan 

administrasi kependudukan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis dalam 

upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Blitar. Bagi 

penulis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah 

untuk mengambil langkah konkret dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 
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Bagi pemerintah daerah, hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan dalam merumuskan kebijakan baru yang relevan dengan 

kondisi sosial masyarakat. Sementara itu, bagi peneliti berikutnya, 

penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

teori mengenai peran pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, 

serta menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan.   
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, diambil 

kesimpulan bahwa program Lapak Sarah di Kabupaten Blitar telah berhasil 

dijalankan yang tercermin dari terpenuhinya sebagian besar indikator 

implementasi.  Merujuk pada indikator-indikator Van Meter dan Van Horn 

ditemukan bahwa dua aspek, indikator komunikasi antarorganisasi dan 

karakteristik pelaksana belum berjalan dengan efektif. Indikator pertama, 

dalam Perbup Blitar Nomor 21 Tahun 2022 serta SK Kepala Dinas Nomor 

188/08/409.105/2022 yang mencakup ukuran dasar telah tercantum yang 

bertujuan menetapkan kewajiban desa dan kelurahan untuk memfasilitasi 

layanan administrasi kependudukan dengan sasaran kemudahan akses, 

percepatan layanan, serta pengurangan beban waktu, biaya, dan tenaga. 

Indikator sumber daya telah didukung oleh ketersediaan 74 pegawai 

Disdukcapil dan 248 PRD terlatih, insentif bulanan sebesar Rp250.000 bagi 

PRD, serta tambahan honor perjalanan dinas bagi pegawai Disdukcapil. 

Namun, pada indikator komunikasi antarorganisasi masih ditemukan kendala 

dalam penyampaian informasi belum merata dan adanya  perbedaan  

pemahaman  antara PRD dan  Disdukcapil Meski telah tersedia fitur catatan 

pada aplikasi Lapak Sarah dan pelatihan rutin telah dilaksanakan.
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Sementara itu, indikator karakteristik pelaksana juga belum 

sepenuhnya terpenuhi karena sebagian PRD belum memahami prosedur 

dengan baik dan belum konsisten menjalankan pelayanan sesuai SOP. Di sisi 

lain, faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik masyarakat turut mendukung 

pelaksanaan, sebagaimana terlihat dari kemudahan akses layanan, efisiensi 

waktu dan biaya, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. Terakhir, pada indikator kecenderungan pelaksana PRD dan 

petugas lapangan menunjukkan komitmen dan sikap positif terhadap program, 

yang terlihat dari keterlibatan mereka dalam pelatihan, kegiatan jemput bola, 

serta pelayanan aktif kepada masyarakat.  

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi program 

Lapak Sarah antara lain adalah komitmen dan dukungan pemerintah daerah 

melalui penyediaan anggaran insentif bagi PRD, pelaksanaan pelatihan dan 

sosialisasi rutin, serta pemberian penghargaan kepada petugas yang 

berprestasi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor 

pendukung utama, tercermin dari tingginya jumlah pengajuan dokumen 

melalui PRD serta hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang 

menunjukkan skor “Sangat Baik”. Di sisi lain, pelaksanaan program ini juga 

menghadapi beberapa kendala. Faktor penghambat yang paling menonjol 

adalah masalah teknis, seperti gangguan jaringan VPN, error server, dan 

downtime sistem akibat pemeliharaan infrastruktur, yang menghambat proses 

pelayanan dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, 

masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai keberadaan 
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program Lapak Sarah, termasuk kurangnya pengetahuan bahwa pengajuan 

dokumen kini dapat dilakukan melalui PRD di tingkat desa, serta ketidaktahuan 

terhadap kelengkapan persyaratan dokumen, menjadi kendala yang 

menyebabkan banyaknya pengajuan tertunda atau tidak diproses. Dengan 

demikian, meskipun implementasi program Lapak Sarah telah berjalan cukup 

efektif, tetap diperlukan perbaikan pada aspek komunikasi, pemahaman 

pelaksana, serta strategi sosialisasi agar program ini dapat lebih optimal dan 

merata manfaatnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar.  

B. Saran 

Berdasarkan yang sudah diuraikan, adapun rekomendasi ini diharapkan 

dapat mengatasi hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan 

program Lapak Sarah yaitu: 

1. Bagi Disdukcapil, perlu meningkatkan sosialisasi Lapak Sarah agar 

masyarakat memahami prosedur, jenis layanan, dan persyaratan dokumen. 

Sosialisasi dapat dilakukan melalui forum desa, media sosial, dan pamflet. 

Selain itu, diperlukan penguatan teknis melalui evaluasi berkala sistem 

bersama Dinas Kominfo, serta pengembangan fitur pelacakan status 

dokumen agar masyarakat dapat memantau proses layanan tanpa 

bergantung pada PRD. Penganggaran khusus juga dibutuhkan untuk 

pengembangan sistem, pelatihan teknis, dan penyediaan sarana pendukung. 

2. Bagi Petugas Registrasi Desa (PRD), perlu peningkatan pemahaman 

terhadap SOP Lapak Sarah, ketelitian dalam penginputan data, serta 

kemampuan menangani pengajuan yang ditolak. Sebagai ujung tombak 
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pelayanan di desa, kualitas kinerja PRD sangat menentukan keberhasilan 

program. 

3. Bagi Masyarakat, diharapkan bersikap proaktif dalam mengurus dokumen 

kependudukan, mengingat pentingnya dokumen seperti KTP, KK, dan KIA 

sebagai dasar akses berbagai layanan publik. Partisipasi aktif diperlukan, 

baik dengan mengikuti sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa maupun 

mengakses informasi melalui media resmi Disdukcapil. Masyarakat juga 

memanfaatkan sebaiknya kemudahan layanan Lapak Sarah melalui PRD 

desa/kelurahan tanpa perlu Disdukcapil, agar proses layanan menjadi lebih 

mudah. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat menganalisis keberlanjutan 

program seperti Lapak Sarah dengan memperluas objek penelitian. Selain 

itu, penelitian juga dapat menilai sejauh mana program ini berdampak pada 

kemudahan layanan, pengurangan antrean, dan kepuasan masyarakat. 
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